


Mengingat 

c. en a ,~~~ts, oentu membentu . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ~etoti Tahun Angg" 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota O 2016; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 15 _ Bebas dari Korups» 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Be8' 7,,,~bahan Lembaran 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ?» 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851]; 5Mile Indonesia 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara SP 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 541 Indonesia 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R e p u bl l ""  
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355l 5. Undang Undang Nomor is TAhun 2oo tenting reiiernsaan Pengelolaan an Tanggung Jawab """"t Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Fe 
Indonesia Nomor 4400]; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom9' 
4421); 7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Ula (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republl 
Indonesia Nomor 4931); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat da Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587\), sebagaimana telah 
diu bah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 



para Republik Indonesia 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56"lj_ geuangan Pimpina 

12. Peraturan Pemerintahi Nomor 24 Tahun 200+ tentang Kedudukan Protokols;"~a Tahun 200 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik In ~a telah beberapa 

"omo 9o, Tambahan Lemtaran Negara Repuoi idonesta ~mor +416) sbe8"""[ euga atas 
ali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang pimpinan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2004 tentang Kedudukan Protokoler tan Keua"8,~ jomor 47, 
nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712]; Negara Republik 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran S' 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575}% Negara 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemba"" ,~6), 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N o m e%  

scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan. aS 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Ne8a 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578\; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165]; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah [(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219]; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 





Pasal I 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 

Surplus/ (Defisit) 

1. Pendapatan Daerah 

2. Belanja Daerah 

Rp. 763.778.038.680.­ 

Rp. 768.570.868.680. 
L J  
(Rp. 4.792.830.000.·\ 

WALIKOTA GUNUNGSITOLI 

MEMUTUSKAN: 
TA GUNUNGSITOLM 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KO 
TAHUN ANGGARAN 2016. 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLM 

Menetapkan 

3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : 

Rp. 8.392.689.131.­ 

Rp. 0.­ 

Pembiayaan Netto 
( . ) 
Rp. 8.392.689.131. 
------·) 
Rp. 3.599.859.131.­ 



Pasal 2 

(I) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 28.000.000.000.­ 
b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 715.578.038.680.­ 
c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 20,200.000.000.­ 

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pendapatan 
a. Pajak Daerah Rp. 12.355.000.000. 

b. Restribusi Daerah sejumlah Rp. 1.587.000.000.­ 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

scjumlah Ro 0.­ p. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 14,058.000.000.­ 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 15.327.586.000.­ 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 

d Dana Desa 

Rp. 434.259.520.000. 

Rp. 203.476.948.680.­ 

Rp. 62.513.984.000.­ 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah sejumlah Rp. 0.­ 

b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0.­ 

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0.­ 

d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 

Daerah lainnya Rp. 20.200.000.000. 



e. Dana Penye + csuaian dan Otonomi Khusus Rp. 0. 

Rp. 87.843.739.300. 
Rp. 1.000.000.000. 

Rp. 0.­ 

Rp. 5.609.086.490.­ 

Rp. 400.000.000.­ 

Rp. O.· 

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah 

Pasal 3 

(I) Bel · D ana aerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp, 419,648.611.727.­ 

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 348,922.256.953.­ 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 324.795.785.937.- 

b. Belanja Bunga sejumlah Rp. O.· 

c. Belanja Subsidi sejumlah 

d. Belanja Hibah sejumlah 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah 
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah 
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten 

/Kola dan Pemerintah Desa 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf b terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 28.274.206.750.­ 

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 113.862.896.253.­ 

c. Belanja Modal sejumlah 
Rp. 206.785.153.950.· 



Pasal 4 

(I) Pembiayaan Daerah 5baeai% scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 8.392.689.131.­ 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0.­ 
(2] Penerimaan sebasai + agaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan' 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 8.392.689.131.­ 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0.­ 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sejumlah Rp 0.­ p. 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0.­ 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0.­ 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0.­ 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan' 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0.­ 
b. Penyertaan Modal [lnvestasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 

0.­ 
0.­ 
0.· 

Pasal 5 

(I) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h merupakan belanja untuk mendanai kegiatan 
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulanga 



bencana alam dan ben ~ ~a Tahun Anggaran 20l ermasuk zncana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan Pa 
(2) pengembalian atas ke le b  h  -  k  Dasar pengeluaran kel cb i h an  penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. an Belanja unt mendanai ian%,,,"8garan belanja ta terduga yang dianggarkan dalam Anggaran PendaP"""",~% atas kelebihan penenmaan d � annat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengem k pala daerah dan 

diberitahu, ~" tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keput88" " 
63) Pengeluara, ~LR"a DPRD paling tambat 1 (satui bulan terhig sejak kepuiusan dim~ksud die?"" ~~g dtusutan da" 

inst~nsi/jet~,"ntuk tanggap darurat sebagaimana dimas~a pada ajat (2 berdasaran key!!"""', 'impang tindi pen%, aga erkenaan setelah mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas serta menghindari a0a 
(4) j,_aan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. ~ e t  dan wajib pinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungiawab atas penggunaan dana terse0l 
~, ""nyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah. dari 

;San lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran ang8a"" 
(6) anJa tidak terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan. d Tata cara pembere da de ±ba »i 1a dimaksud paa 

rian  lana dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagama 
ayat (3] ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. 

Pasal 6 
(I) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam 

jenis belanja dan antara rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. 
(2) Pergeseran antara rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah. 
(3) Pergeseran antara objek beJanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. 
(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Kepala 

Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya 
dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(5) Pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dcngan cara merubah 
peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 



(6) Anggaran _ eeseran sebagaimana d im ~ « j  mengalami perutbahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat p" E , s aran  Anggam" Pend~,_"""@at (ll, harus dijelaskan dalam koloim keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang P" 
(7) Tata %" an Belanja Daerah Dergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal T 

Uraian lebih l ani i .A n  dalam Lampiran yang mer,, " !A n gga ran  Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum 
pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

I. Lampiran l Ringkasan APED· 
' Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan} 
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fung9l 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal [lnvestasij daerah; 
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 
1 1 .  Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikandan dianggarkan kembali dalarn 

tahun anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah 
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 

2 Lampiran II 

3. Lampiran III 
4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 



Walikota Pasal8 ~-~8go ape neat a aad  peiais [~ ,',~;""iPraturan tentang  Penjabaran Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah s 

Feraturan Daer; Pasal 9 
acmah ini mulai berlaku 

Agar : nia pada tanggal diundangkan. 
D.,"p orang mengetahuirya Kota auk,j," 3memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dal" 

Ditetapkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 10 Maret 2016 
WALIKOT~ GUNUNGSITOLI, 

ttd 

MARTINUS LASE 

Dinaneaa @' PE; 
+ii %{ZZEN; 
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, 

ttd 

LEMBAR ibis~ii 1TUN 2016 NOMOR 1 
GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA UTARA : 32/2016 


